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KAJIAN PUSTAKA

2.1. PARTISIPASI MASY ARAKAT
2.1.1. Pengertian Partisipas M asyar akat

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipas adalah
pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa
keterlibatan mental dan emosi serta fisk dalam menggunakan segala kemampuan yang
dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung
pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipass merupakan
keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong
mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut
bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi
merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja pekerja kedalam situasi kelompok
yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipas juga
memiliki pegertian “a valuentary process by which people including disadvantaged
(income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them” (Deepa
Naryan, 1995), artinya suatu proses yang waar di mana masyarakat termasuk yang
kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau
mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipas menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32)
adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang
mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi

tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan



oleh Fadi Djaa dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga
berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat
dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa
Partisipas dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri,
mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari
keinginan untuk mengembangkan demokrass melalui proses desentralisas dimana
diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan
mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan  pembangunan
masyarakatnya. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potens yang ada di masyarakat,
pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses
mengevaluas perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:
1) Partisipas adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta
dalam pengambilan keputusan; 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak
masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan; 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat
dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; 4) Partisipasi adalah suatu proses yang
aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif
dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan ha itu; 5) Partisipas adalah
pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan

persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai



konteks lokal, dan dampak-dampak sosia; 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat
kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok
orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribus secara sukarela dalam program
pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada
tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai
berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu aat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa
masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa
dilibatkan dalam proses persigpan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih
mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap
proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat
dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya
kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam
pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih
panjang.

Partisipas masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam
pengambilan keputusan pada lembaga dan proseskepemerintahan. Gaventa dan Valderma

dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah



mengalihkan konsep partisipass menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk
keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di
berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.
Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang
partisipasi masyarakat meliputi :

a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik
lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk
dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebaga hak asasi, tetap melekat
pada setiap individu yang bersangkutan.

b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di
lembaga-lembaga forma dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan
keraguan sgfauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat
mendorong partisipas |ebih bermakna.

d. Partisipasi dilakukan secara sistematik, bukan hal yang insidental

e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata
pemerintahan yang baik (good governance).

f. Patisipass masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap
penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara
berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat
terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam

proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah



dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagal
indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.
Partisipass masyarakat merupakan Kketerlibatan anggota masyarakat dalam
pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang
dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat
proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada
kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi
kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan
yang setara.
2.1.2. Prinsip-prinsip Partisipasi
Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan
Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International
Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adal ah:
a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak
dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai
keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunya hak untuk menggunakan
prakarsa tersebut dalam setigp proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan
jenjang dan
struktur masing-masing pihak.
c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim

berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.



d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang
terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk
menghindari terjadinya dominasi.
e. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai
tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan
(Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-
langkah selanjutnya.
f. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif
dalam setiagp proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belgar dan saling
memberdayakan satu samalain.
0. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling
berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang
berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.
2.1.3.Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu
program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga,
partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam
proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dari berbagai bentuk
partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis,
yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga
bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi

yang nyata misanya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk



partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipas sosid,
pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi
pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda
adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja
atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga
untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan
yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan
maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan
kesgjahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat
atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan
pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.Partisipasi
sosial diberikan oleh partisipan sebagal tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri
kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam
rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam
setigp diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan
kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara
memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau
panitia. Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 37), terbagi atas

partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi



10

dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program
pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebaga status bawahan,
pengikutatau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di
mana setigp anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan
yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya
masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipass masyarakat
dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan
partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipas masyarakat (orang tua) dalam bentuk
menyelenggarakan usaha usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan
usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk
masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk
bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisk adalah partisipas keikutsertaan
masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo
masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah
tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah
kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat.Tipe partisipasi
masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang
dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasikan
partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu
partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipas
melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi

interaktif, dan self mobilization. Seperti dijelaskan dibawah ini;
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1. Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apayang
sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek
tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada
kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipas dengan cara
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau segenisnya;
masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses
penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipas melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;
orang luar mendengarkan dan membangun pandangan pandangannya sendiri untuk
kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi
tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama;
para profesional tidak berkewajiban menggukan pandangan-pandangan masyarakat
(sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan
sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan
sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelgjarannya;
masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan kegiatan yang dilakukan
pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.

5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk
mencapal tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya)
setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok
masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dil) tetapi pada saatnya mampu

mandiri.



12

6. Partisipas interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah
pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan
kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin
yang mencari keragaman perspektif dalam proses belgjar yang terstruktur dan sistematik;
kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan
mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyel enggaraan kegiatan.

7. Self mobilization,masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas
(tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang
mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk
mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat
memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akanberkelanjutan melal ui
partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung pada tipe macam apa partisipas
masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sgjauh mana pemahaman
masyarakat terhadap suatu program sehinggaiaturut berpartisipasi.

2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengar uhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasimasyarakat dalam suatu
program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun
ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya sgja faktor
usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (1967)
seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) menyatakanbahwa partisipasi yang tumbuh
dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usa
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Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-
kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan
keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih
banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usialainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada
dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak
masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan
tetapi semakin lamanilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan
emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebaga salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.Pendidikan dianggap
dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang
diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan
menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang
baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk
berpartisipass dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.Pengertiannya bahwa untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanyatingga

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi
dengan lingkungan tersebut akanberpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lamaia

tingga dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung
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lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.
Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10) seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009)
unsur-unsur dasar partisipasi sosia yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat
adalah:

1) Kepercayaan diri masyarakat;

2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;

3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;

4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan
membangun atas kekuatan sendiri;

5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui
sebagai/menjadi milik masyarakat;

6) Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang
bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena
pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;

7) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;

8) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;

9) Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan kebutuhan dan
kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipas masyarakat dalam suatu program juga
dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10)ada 4 poin yang dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat
dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di

luarnya;
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b. Iklim sosia, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan,
permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsayang mendorong tumbuh dan
berkembangnya partisipas masyarakat;

c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial,
sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi
sosial; d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga,
masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong

timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

6. Macam-macam Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) membedakan
partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipas dalam pengambilan keputusan.
Kedua, partisipass daam pelaksanaan. Ketiga, partisipass dalam pengambilan
kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut
bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang
terintegrasi secara potensial.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan
masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut
kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting,
karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam macam,
seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan

terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D., 2009:
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39). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini
merupakan suatu proses pemilihan aternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh
dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan
program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam
kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan
Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 39), ruang lingkup partisipasi dalam
pel aksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana.

Kedua, kegiatan administrasi dankoordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari
uraian di atas dapat dismpulkan bahwa partisipas masyarakat dalam partisipasi
pel aksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari
kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi
kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output,
sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program
yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evauasi ini
berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini
bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana
yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan

Uphoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 40) dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut
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Tahap pelaksanaan program partisipasi antaralain;

a

Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk
menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan
bersama.

Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan
merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.

Pengambilan manfaat, yaitu partispasi berkaitan dengan kuaditas hasil
pel aksanaan program yang bisa dicapai.

Evaluas, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Partisipas ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

7. Tingkatan Partisipasi, Partisipasi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi 7

tingkatan, yaitu :

a. Manipulation, merupakan tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada

partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.

Consultation, yaitu dimana stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan
saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.

Consensus-building, yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk
saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh
anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan
kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.

Decision-making, yaitu dimana konsensus terjadi didasarkan pada keputusan
kolektif dan bersumber pada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu.
Negosiasi pada tahap ini mencerminkan dergjat perbedaan yang terjadi dalam

individu maupun kelompok.
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e. Risk-taking, yaitu dimana proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya
sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang
menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang
memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas
merupakan basis penting.

f. Partnership, yaitu memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual.
Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungs tetapi dalam
tanggungjawab.

g. Self-management, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder
berinteraksi dalam proses saling belgjar (learning process) untuk mengoptimalkan

hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

2.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2.2.1. Perencanaaan

Perencanaan berasal dari kata rencana,yang artinyarancangan atau rangka sesuatu
yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa
komponen penting , yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan
untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak
dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu sgja merupakan tindakan-tindakan dimasa
depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai
respon (reaks) terhadap masa depan. (Abe,2005:27) Menurut Tjokroamidjojo (dalam
Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-
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baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan
merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek , yaitu formulas
perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan
mengevaluas jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman
pel aksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014:90).

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adal ah upaya untuk memilih
dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi
mengenal masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan
kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Defenisi
perencanaan dapat diartikan hubunggan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan
bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan
tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. (Uno,2006 :1) Menurut Hasibuan (dalam
Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk
mencapal suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang,
namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan
kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong
pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya
ingtitusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan
disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan
kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang ada diatas dapat dismpulkan bahwa
perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang
menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan

sumberdaya yang tersedia.
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2.2.2 Fungsi Perencanaan

Dalam kamus bahasa Indonesia kata fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya
guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda 2008:22)
Fungss merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagal usaha persigpan yang sistematik
tentang berbaga kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapa tujuan.
Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwa pelaksanaannya,
didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat
dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula
menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosia, keterlibatan dalam memikul
beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat
didefenisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-ha yang
akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang. Menurut
Handoko, ( 2003: 23 ) ada duafungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan

2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran
dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus ditentukan langkah-langkah
tertentu guna penetapan perencanaan yang baik, yaitu :

1. Identifikasi masalah

2. Andisissituas

3. Merumuskan yang hendak dicapai
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4. Menyusun garis besar semacam proposal

5. Membicarakan proposal yang telah disusun

6. Menetapkan komponen

7. Penentuan tanggungjawab masing-masing komponen
8. Menentukan outline

9. Mengadakan kontak antar unit

10. Pengumpulan data terkait

11. Pengolahan data

12. Penyimpulan data

13. Pendiskusian rencana sesual data

14. Penyusunan naskah pinal

15. Evaluasi naskah rencana

16. Persetujuan naskah rencana

17. Penjabaran untuk pelaksana. (Prajudi dalam Syafie, 2007; 50)

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan
terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam
mel aksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan.

Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjaan secara
struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang
diinginkan. Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari cirri-
ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
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3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-
teknik perencanaan.

4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.

5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.

6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.

7. Rencana harus luas.

8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis
tahu apa akan terjadi dimasa depan.

9. Rencana harus bersifat praktis.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena
merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan
waktu yang ditentukan. Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang
sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan
waktu :

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif,

2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa informas lengkap
tentang variable dan alternative, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan
memperhitungkan semua kemungkinan,

3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus dipertimbangkan.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang
maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis jenis lain dari perencanaan,
selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik,
perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang

dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan
Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1).

2.2.2. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan
yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan,
para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah
pembangunan bisa sgja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang
satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negaralain.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses
perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan
taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses
pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf
kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai
indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat,
Soetomo (2009:168) mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa
hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk dibawah garis
kemiskinan. Sudjana (2001:265) Pembangunan adalah proses dinamisasi, demokratisasi,
dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa pembangunan masyarakat adalah
kegiatan edukatif untuk membangkitkan praserta masyarakat. Program-Program
pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua

potensi yang ada di masyrakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses
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modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas
masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek
sosial dan ekonomi.

Menurut Siagian (2005 : 4), mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai
rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan
sacara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka
pembinaan bangsa. Dari uraian diatas penulis menyimpulkan pembangunan adalah suatu
bentuk usaha yang dilakukan untuk memcapal suatu perubahan yang mengarah kepada

kesgjahteraan masyarakat suatu daerah.

2.2.3 Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara.
Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu
dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu sgja, tetapi
melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun
pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber
pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan tujuan keadaan sosial
ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92).
Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan
pembangunan,yaitu:
1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai
dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang

bersangkutan.
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2. Pilihan diantara cara-cara dternaif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-
tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu
sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa
sebagal suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada
keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraa
pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari
pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan
pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potens yang tersedia
dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh
beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang
dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa.

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat
dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasia. Dari segi tingkatan
pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan
tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari
perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat
dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat top down atau bottom up planning, dan
dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persipan terlebih dahulu sebelum
kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran  yang telah
ditentukan(Listyaningsih,2014:93). Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004,

dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisie, pada dasarnya
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perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi
pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagi berikut: 1. Mendukung
koordinas antar pelaku pembangunan 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Dari defenisi-defenisi  diatas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan
pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk
melakukan berbagali kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan

suatu pembangunan.



